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ABSTRAK 

Merujuk pada Statistik Fintech Lending yang diterbitkan oleh OJK 

menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam kurun waktu 90 hari mengalami 

penurunan. Dimana pada Desember 2018 tingkat keberhasilannya mencapai 98,55 

%, dan mengalami penurunan menjadi 96,35% pada desember 2019, dan terbaru 

pada november 2020 tingkat keberhasilannya turun menjadi 92,82% yang artinya 

potensi kegagalan sebesar 7,18% sehingga tingkat Non Performing Lending 

(NPL) masih tergolong tinggi. Kemudahan pembiayaan fintech yang tidak 

menyertakan agunan dalam akadnya memberi peluang bagi oknum-oknum yang 

tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan hal tersebut. Regulasi yang tidak 

menyertakan agunan dalam akadnya juga dimanfaatkan lembaga-lembaga fintech 

ilegal dalam menyalurkan pembiayaannya. Pada April 2020 tercatat sebanyak 144 

fintech peer-to-peer lending yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

(ilegal). Sebagai negara yang mayoritas Islam, sudah selayaknya kegiatan 

perekonomian didasarkan pada prinsip syariah, dengan tujuan kemaslahatan umat, 

mengambil maslahat dan meninggalkan mudarat (Maqashid asy-Syari’ah). Oleh 

karena perlu dikaji permasalah tentang bagaimana pembiayaan Financial 

Technology tanpa agunan dalam peraturan dan praktiknya dan Bagaimana tinjauan 

Maqāṣid asy-Syarī’ah terhadap pembiayaan Financial Technology tanpa Agunan 

dalam Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI. 

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), 

dengan mengumpulkan data-data yang digali berlandaskan sumber literatur atau 

tulisan terutama Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN No. 117/DSN-

MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif dalam penelitian mengacu 

pada hukum fikih muamalah yang secara khusus membahas tentang Rahn. 

Sedangkan pendekatan filosofis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep 

Maqāṣid asy-Syarī’ah. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya 

pembiayaan fintech syariah sudah mengikuti aturan-aturan yang terdapat pada 

Peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. Salah satunya ialah tidak menekankan adanya 

agunan dalam pembiayaan. Penerapan pembiayaan tanpa agunan dalam fintech 

syariah dapat menjadikan seseorang (berpotensi) untuk melakukan kecurangan. 

Hal ini dikarenakan adanya faktor tanpa agunan dan dilakukan secara online 

sehingga borrower bisa melakukan pemanipulasian data pada saat pengajuan 

pembiayaan maupun proses screening. Hal ini bertentangan dengan tujuan 

maqāṣid as-syarī’ah yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia 

maupun di akhirat, dengan menghilangkan mudarat dan mengambil maslahat. 

 

Kata Kunci: Fintech, Agunan/Rahn, Maqashid asy-Syari’ah. 
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Referring to the Fintech Lending Statistics published by the OJK, it shows 

that the success rate within 90 days has decreased. Where in December 2018 the 

success rate reached 98.55%, and decreased to 96.35% in December 2019, and 

most recently in November 2020 the success rate fell to 92.82%, which means the 

potential for failure is 7.18% so that the Non-Performing Lending (NPL) is still 

high. The ease of fintech financing that does not include collateral in the contract 

provides an opportunity for irresponsible individuals to take advantage of this. 

Regulations that do not include collateral in the contract are also used by illegal 

fintech institutions to channel their financing. In April 2020, there were 144 peer-

to-peer lending fintechs that were not registered with the Financial Services 

Authority (illegal). As a predominantly Muslim country, it is proper for economic 

activities to be based on the principles of sharia, with the aim of benefiting the 

people, taking advantage and leaving harm (Maqashid asy-Syari’ah). Therefore, it 

is necessary to study the problem of how to finance Financial Technology without 

collateral in its regulations and practice and how Maqashid asy-Syari’ah reviews 

unsecured Financial Technology financing in the OJK Regulations and the DSN-

MUI Fatwa. 

This researcher use the type of library research (library research), by 

collecting data that is excavated based on literary sources or writings, especially 

OJK Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-

Based Lending and Borrowing Services and DSN Fatwa No. 117 / DSN-MUI / II 

/ 2018 regarding Information Technology-Based Financing Services Based on 

Sharia Principles. The approach in this study uses a normative and philosophical 

approach. The normative approach in research refers to muamalah fiqh law which 

specifically discusses Rahn. While the philosophical approach in this study is 

based on the concept of Maqashid asy-Syari’ah. 

The results of this study indicate that in its implementation, sharia fintech 

financing has followed the rules contained in OJK Regulation NO.77 / POJK.01 / 

2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing 

Services. One of them is not emphasizing the existence of collateral in financing. 

The application of unsecured financing in sharia fintech can make someone 

(potentially) commit fraud. This is because there is a factor without collateral and 

it is carried out online so that the borrower can manipulate the data when applying 

for financing and the screening process. This contradicts the aim of Maqashid asy-

Syari’ah, namely to create the benefit of human life in this world and in the 

hereafter, by eliminating harm and taking advantage. 

 

Keyword: Fintech, Collateral/Rahn, Maqashid asy-Syari’ah 
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MOTTO 

 

 

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar 

maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. 

(Imam Syafi’i) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B/b be ب

 Ta’ T/b te ت

 Sa’ Ṡ/ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J/j je ج

 Ha Ḥ/ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh/kh ka dan ha خ

 Dal D/d de د

 Zal Z|/z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R/r er ز

 Zai Z/z zet ش

 Sin S/s es س

 Syin Sy/sy es dan ye ش

 S{ad S{/s} es (dengan titik di bawah) ص
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 D{ad} D{/d} de (dengan titik di bawah) ض

 T{a’ T{/t} te (dengan titik di bawah) ط

 Z{a’ Z{/z} zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G/g ge غ

 Fa’ F/f f ف

 Qaf Q/q qi ق

 Kaf K/k ka ك

 Lam L/l el ل

 Mim M/m em م

 Nun N/n en ى

 Wawu W/w we و

 Ha’ H/h ha ه

 Hamzah ’ apostrof ء

 Ya’ Y/y ye ي

 
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 ditulis   Sunnah   سنة

 ditulis  ‘Illah  علة

 

III. Ta’ Marbu>t}ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 
 ditulis  al-Ma>’idah  الوائدة

 ditulis   al-Isla>miyyah  الاسلاهية

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap 
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ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‚al‛ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ditulis  Muqa>ranah al-Maz\a>hib هقازنة الوراهة

 

IV. Vokal Pendek 

1. Kasrah  (ـــــــِـــــ)  ditulis i 

2. Fath}ah  (ـــــــَـــــ)  ditulis a 

3. D{ammah (ـــــــُـــــ)  ditulis u 

 

V. Vokal Panjang 

1. Fathah + alif   ditulis  a> 

 ditulis  istih}sa>n    استحساى

2. Fathah + ya’ mati  ditulis  a> 

نثىأ      ditulis  uns\a> 

3. kasrah + ya’ mati  ditulis  i> 

نيالعلوا     ditulis  al-‘Alwa>ni> 

4. D{ammah + wawu mati ditulis  u> 

معلو     ditulis  ‘ulu>m 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati  ditulis  ai 

 ditulis  gairihim    غيسهن

2. Fathah + wawu mati  ditulis  au 

لقو     ditulis  Qaul 
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VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

نتنأأ   ditulis  a’antum 

تعدأ   ditulis  u’iddat 

تعدأ   ditulis  u’iddat 

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

آىلقسا   ditulis  al-Qur’a>n 

سلقياا   ditulis  al-Qiya>s 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

لسسالةا   ditulis  ar-Risa>lah 

ءلنساا   ditulis  an-Nisa>’ 

 

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

أيلسا هلا  ditulis  Ahl al-Ra’y 

لسنةا هلا   ditulis  Ahl as-Sunnah 
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari umat manusia tidak terlepas dari aktifitas 

perekonomian. Dengan perkembangan laju perekonomian saat ini, aktifitas 

perekonomian secara tidak langsung melibatkan lembaga keuangan baik bank 

maupun non bank. Mekanisme operasional lembaga keuangan dijalankan dengan 

prinisp kehati-hatian (prudential banking principle), hal ini dikarenakan bank 

sebagai bisnis yang konservatif. Lembaga keuangan memiliki peranan yang cukup 

penting dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro (simpanan baik 

berupa tabungan, deposito, giro, ataupun simpanan lainnya) sehingga lembaga 

keuangan memiliki tanggungjawab dalam mengelolah uang rakyat. Selain itu 

lembaga keuangan harus melaksanakan prinsip dimana penghimpunan dan 

penyaluran dana harus seimbang (balance), sehingga meminimalisir risiko dan 

unsur-unsur yang bersifat spekulatif.
1
 

Salah satu kegiatan dalam lembaga keuangan ialah penyaluran dana atau 

pembiayaan. Sebelum melakukan transaksi pembiayaan sudah selayaknya pihak 

pemberi pinjaman melakukan prinsip analisis 5C, yaitu: character, capacity, 

capital, collateral dan condition of economi. Collateral berarti jaminan. Aktiva 

                                                           
1
 Aprina Levi Wulandari “Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam (Studi 

Pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan 

Camplong, Kabupaten Sampang,” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. 
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yang diperuntukkan sebagai penjamin dalam suatu pinjaman sampai pinjaman 

tersebut terlaksana sesuai ketentuan yang disepakati. Ketika peminjam tidak 

mampu memenuhi kewajiban atau gagal dalam mengembalikan pinjaman, maka 

pemberi pinjaman mempunyai hak atas agunan atau barang jaminan untuk 

menjualnya sebagai pelunasan utang.
 2

 

Seiring berjalannya sistem operasional lembaga keuangan baik bank 

maupun non bank, terdapat pembiayaan-pembiayaan yang tidak menyertakan 

agunan dalam pembentukan akadnya (lembaga keuangan syariah). Akan tetapi 

pembiayaan tanpa agunan pada kenyataan di lapangan jarang ditawarkan hal ini 

dikarenakan besarnya risiko yang dihadapi.
3
 

Dewasa ini industri keuangan juga sudah memulai untuk penghimpunan 

dana dan pembiayaan berbasis digital secara online atau lebih dikenal dengan 

financial technology (fintech).
4
 Pada tahun 2006 di Indonesia sendiri sudah 

terdapat 4 perusahaan fintech yang beroperasi, akan tetapi masih dalam kategori 

fintech konvensional.
5
 Kemudian pada November 2020 terdapat 153 perusahaan 

fintech yang terdaftar/berizin di Otoritas Jasa keuangan Syariah, dengan rincian: 

                                                           
2
 Munir Fuady, Hukum Jaminan Hutang (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 11. 

 
3
 Destiani “Analisis Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) Di BMT Taruna Sejahtera 

Cabang Suruh Kabupaten Semarang” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga 2019. 

 
4
 “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017” menyebutkan bahwa teknologi 

finansial merupakan teknologi sistem keuangan yang digunakan untuk menghasilkan produk, 

layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, 

stabilitas sistem keuangan, efesiensi, kelancaran, kemananan dan keandalan sistem pembayaran. 

 
5
 Sri Maulida, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar, “Implementasi Akad Pembiayaan Qard 

dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI”, Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Vol. 5: 2, (Juni 2020), hlm. 176. 
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117 terdaftar dan 36 berizin, yang mana terdiri dari 143 fintech konvensional dan 

10 fintech syariah.
6
 

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 

peluang untuk mengembangkan industri fintech syariah. Fintech syariah yang ada 

di Indonesia juga memiliki daya tersendiri karena sebagai solusi khususnya untuk 

masyarakat muslim dalam memenuhi kebutuhan yang tidak disediakan oleh 

lembaga keuangan konvensional. Di sisi lain, pertumbuhan di bidang teknologi 

komunikasi Indonesia telah menciptakan peluang tersendiri untuk 

mengembangkan dan meningkatan industri fintech.
 7

 

Terdapat enam model layanan pembiayaan dalam fintech syariah, 

diantaranya: 

1. pembiayaan anjak piutang (factoring) 

2. pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (purchase order) 

3. pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara 

online (online seller) 

4. pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara 

online dengan pembayaran melalui penyelenggara (paymen gateway) 

5. pembiayaan untuk pegawai (employee) 

6. pembiayaan berbasis komunitas (community based)
 8

 

                                                           
6
 Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending: November 2020”, hlm. 7. 

 
7
 Rusydiana, Aam Slamet, “Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di 

Indonesia", Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 6: 2, (2018). 

 
8
 Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan 

Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 5 Ayat 1-6. 
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Dari penjabaran keenam model pembiayaan di atas menurut Fatwa DSN 

No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tidak disebutkan adanya agunan/jaminan 

dalam melakukan pembiayaan dengan sisem fintech syariah. Fatwa DSN No. 

92/DSN-MUI/IV/2014 menyatakan bahwa segala bentuk pembiayaan atau 

penyaluran dana dari lembaga keuangan syariah boleh menyertakan adanya 

agunan (rahn) dalam pembentukan akad. Fatwa ini juga menjelaskan bahwa pada 

prinsipnya akad amānah tidak diperkenankan adanya agunan atau barang jaminan 

(marhūn); akan tetapi untuk menghindari penyimpangan perilaku (moral hazard) 

dari pemegang amanah, lembaga keuangan syariah boleh menyertakan barang 

jaminan (marhūn) dari pemegang amanah (al-Amīn, antara lain syarīk, muḍārib 

dan musta‟jīr) atau pihak ketiga. 

Rahn sendiri dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 

diperbolehkan sebagai jaminan utang dan bisa dieksekusi ketika rāhin (orang 

yang berutang) tidak mampu melunasi utangnya, jika hasil penjualan rahn 

melebihi jumlah utang yang harus dibayar, maka kelebihan tersebut sepenuhnya 

milik rāhin, dan apabila kurang dari jumlah utang maka rāhin memiliki kewajiban 

untuk melunasi kekurangannya.
9
 

Merujuk pada Statistik Fintech Lending yang diterbitkan oleh OJK 

menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam kurun waktu 90 hari mengalami 

penurunan. Dimana pada Desember 2018 tingkat keberhasilannya mencapai 98,55 

%, dan mengalami penurunan menjadi 96,35% pada desember 2019, dan terbaru 

                                                           
9
 Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 
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pada november 2020 tingkat keberhasilannya turun menjadi 92,82%
10

 yang 

artinya potensi kegagalan sebesar 7,18% sehingga tingkat Non Performing 

Lending (NPL) masih tergolong tinggi. Hal ini dimungkinkan karena kontrak 

yang dijalankan tidak menggunakan jaminan aset tetap (tangible asset), melainkan 

menggunakan pengukuran skor kredit sebagai indikator reputasi peminjam dana 

atau mitra usaha yang bisa artikan sebagai aset tidak berwujud (intangible 

asset).
11

 

 

Gambar 1. Tingkat Keberhasilan Dalam Kurun Waktu 90 Hari 

Dari semua model pembiayaan yang terdapat pada fintech syariah, 

terdapat risiko yang menyertai dalam pembentukan akad, dimana pembiayaan 

tersebut tidak mengikutsertakan agunan/jaminan dalam pembiayaannya. Hal ini 

bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari, mengingat pembiayaan ini 

dilakukan secara online (berbasis internet) sehingga potensi terjadinya moral 

                                                           
10

 Data Statistik Fintech Lending November 2020 yang diterbitkan oleh OJK. 

 
11

 Rifqi Muhammad, Izzun Khoirun Nissa, “Analisis Risiko Pembiayaan dan Resolusi 

Syariah pada Peer-To-Peer Financing” Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8: 1, 2020. 
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hazard akan lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan biasa (tidak berbasis 

internet). 

Kemudahan pembiayaan fintech yang tidak menyertakan agunan dalam 

akadnya memberi peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab 

untuk memanfaatkan hal tersebut. Regulasi yang tidak menyertakan agunan dalam 

akadnya juga dimanfaatkan lembaga-lembaga fintech ilegal dalam menyalurkan 

pembiayaannya. Pada April 2020 tercatat sebanyak 144 fintech peer-to-peer 

lending yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (ilegal).
12

 

Untuk menghindari risiko berkaitan dengan pembiayaan tanpa agunan 

dalam fintech syariah yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 

diperlukan adanya pengawasan regulasi agar fintech syariah tetap berjalan pada 

koridornya sesuai peraturan dan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Islam 

mengedepankan maslahah dari pada mad}arat, sehingga konsep لا ضرر ولا ضرار
13

 

perlu diterapkan dalam kegiatan yang berlandaskan prinsip syariah tidak 

terkecuali pembiayaan fintech syariah. 

Dalam pelaksanaannya, fintech syariah juga harus memperhatikan 

prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya, diantaranya harus terhindar dari riba, 

                                                           
12

 Data Fintech Peer To Peer Lending Tanpa Terdaftar di OJK (April 2020). 

 
13

 Yang artinya: tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan 

orang lain. 
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garar, maisir, tadli>s, d }arar, z }ulm, dan haram
14

 serta disandarkan pada pondasi 

ekonomi syariah yaitu ketuhanan (Ilahiya), keadilan (al-„Adl), kenabian (an-

Nubuwwah), pemerintahan (al-Khila >fah), dan hasil (Ma„ad).
15

 Dengan adanya 

layanan jasa fintech berprinsip syariah, Fatwa DSN-MUI mewajibkan fintech 

syariah untuk bertransaksi bisnis secara syariah sesuai dengan kaidah-kaidah yang 

syariatkan dan tentunya sesuai dengan Maqāṣid asy-Syarī‟ahnya pula.
16

 

Peratuaaran OJK tentang fintech dan Fatwa DSN-MUI tentang fintech syariah 

setelah ditelaah lebih dalam, isi dari kedua landasan tersebut memeliki relevansi 

dan kolerasi dengan Maqashid asy-Syari‟ah, yang mana tujuannya ialah untuk 

menjaga kemaslahatan umat manusia.
17

 

Uraian permasalahan di atas, melatarbelakangi penulis untuk menelaah 

“Perspektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah Terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan dalam 

Financial Technology Syariah (Analisis terhadap Peraturan OJK dan Fatwa DSN-

MUI).” 

  

                                                           
14

 Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan 

Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Bagian Keempat nomor 1. 

 
15

 Fadlan Fadlan, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya 

Pembangunan Ekonomi Indonesia Yang Adil, Makmur, Dan Sejahtera)”, Al-Ihkam: Jurnal Hukum 

& Pranata Sosial, Vol. 5: 2 (2012), hlm. 257–274. 

 
16

 Achmad Basori Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang 

berdasarkan Syariah,” Jurnal Al- Qonun, Vol. 21:2 (Desember 2018). 

 
17

 Ismiyatul Arifiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis 

Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah,” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pembiayaan Financial Technology tanpa agunan dalam 

peraturan dan praktiknya? 

2. Bagaimana tinjauan Maqāṣid asy-Syarī‟ah terhadap pembiayaan 

Financial Technology tanpa Agunan dalam Peraturan OJK dan Fatwa 

DSN-MUI? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui pembiayaan Financial Technology tanpa agunan dalam 

peraturan dan praktiknya. 

b. Mengetahui pembiayaan Financial Technology tanpa Agunan dalam 

Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MU ditinjau dari Maqāṣid asy-

Syarī‟ah. 

2. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua aspek, 

yaitu: 

a. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangsih dan dapat 

dijadikan rujukan bagi para peneliti hukum syariah, terlebih yang 

mengarahkan penelitiannya pada pembiayaan tanpa agunan, 

khususnya bagi para peneliti yang objek kajiannya pada masalah 

fintech syariah didasarkan pada Maqāṣid asy-Syarī‟ah. 
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b. Secara praktis, kedepannya penilitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dan landasan hukum bagi lembaga yang akan melakukan 

pembiayaan, khususnya lembaga fintech syariah, dilihat dari aturan 

yang terkandung dalam Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI. 

 

D. Telaah Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian terdaulu yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah: 

Hasil penelitian yang berjudul “Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif 

Hukum Islam (Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa 

Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang),” yang disusun 

oleh Aprina Levy Wulandari,
18

 menjelaskan bahwa semua pembiayaan dalam 

Lembaga Keuangan Syariah dapat dibackup dengan agunan. Khusus untuk akad 

yang bersifat amanah, agunan tidak dapat digunakan kecuali jika pemegang 

amanah melampaui batas, lalai ataupun menyalahi kesepakatan. Sedangkan 

pembiayaan tanpa agunan yang sudah berlangsung dalam Koperasi Syariah 

Anazta Nusantara Sejahtera berbeda dengan pembiayaan sejenis yang pernah 

dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Pembiayaan tanpa agunan 

ini berlangsung tanpa adanya macet dalam pengembalian. Pola ini didasari oleh 

kearifan lokal masyarakat madura yang merujuk pada nama baik peminjam dan 

nama baik penjamin. Pembiayaan tanpa agunan ini lebih mengarah pada akad-

                                                           
18

 Aprina Levy Wulandari, Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam (Studi 

pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan 

Camplong, Kabupaten Sampang), Tesis Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel 

Surabaya 2018.  
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akad yang dipengaruhi oleh kearifan lokal masyarakat madura yang menjunjung 

tinggi nama baik. Berbeda halnya dengan pembiayaan tanpa agunan yang penulis 

teliti, dimana pembiayaan tanpa agunan ini lebih difokuskan pada pembiayaan 

fintech syariah yang memang tidak mengikutsertakan agunan dalam 

pembiayaannya (Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI) dan peneliti juga 

menganalisa objek penelitian tersebut menggunakan perspektif Maqāṣid asy-

Syarī‟ah.. 

Kemudian penelitian yang disusun oleh Mikhrozul Rachmat berjudul 

”Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada 

Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, 

Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung),”
19

 mendiskripsikan bahwa dalam 

pandangan Hukum Islam hutang piutang secara online melalui aplikasi Uang 

Teman diharamkan karena mengandung riba. Nasabah yang telat membayar 

cicilan akan dikenakan denda dan identitas mulai dari foto wajah hingga seluruh 

kontak handphone, disebarluaskan tanpa sepengetahuan nasabah sehingga 

merusak nama baik dan merugikan nasabah. Hal ini merupakan tindakan semena-

mena dan sangat merugikan nasabah secara materi dan immateri. Berbeda dengan 

materi penulis tentang pembiayaan tanpa agunan dalam pembiayaan fintech 

syariah yang berlandaskan pada Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI, Mikhrozul 

Rachmat menganalisa hutang piutang secara online (bersifat umum) dengan pisau 

analisa menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan peneliti menganalisa 

pembiayaan fintech syariah dengan secara khusus menekankan unsur agunan 

                                                           
19

 Mikhrozul Rachmat, Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online 

(Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan 

Sukarame, Bandar Lampung), Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2019.  



11 
 

 

yang tidak diikutsertakan dalam akad dengan menggunakan pisau analisa 

perspektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah. 

Hasil riset yang dilakukan oleh Zaenal Abidin yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan Di UPK PNPM (Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan 

Genuk Kota Semarang,”
20

 juga menjelaskan bahwa secara umum praktek 

pinjaman tanpa agunan di PNPM dikategorikan dalam al-qardh atau keuntungan 

(transaksi non profit). Sehingga transaksi al-qardh dalam PNPM diperbolehkan. 

Dalam literatur fiqh klasik, al-Qard } dikategorikan dalam „Aqd at-Ta‟awuni yaitu 

akad tolong menolong karena dalam PNPM dana yang diberikan hanya untuk 

warga miskin. Pernyataan ini menyebutkan bahwa pembiayaan tanpa agunan 

diperuntukan kepada warga miskin dengan asas tolong menolong, beda halnya 

dengan pembiayaan tanpa agunan dalam fintech syariah yang tidak 

mengikutsertakan agunan dalam pembiayaannya. Riset yang dilakukan Zaenal 

Abidin menekankan pada pinjaman tanpa agunan ditinjau dari perspektif Hukum 

Islam secara umum, sama halnya dengan peneliti yang berfokus pada pembiayaan 

tanpa agunan akan tetapi peneliti melakukan analisa terhadap fintech syariah yang 

berlandaskan Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI serta secara khusus ditinjau 

berdasarkan perspektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah. 

                                                           
20

 Zaenal Abidin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan Di Upk 

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan 

Genuk Kota Semarang Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015.  
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Selain itu terdapat juga penelitian dari Istiqamah yang berjudul “Analisis 

Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata,”
21

 menyatakan 

bahwa kajian hukum perdata pada teknologi finansial dapat diartikan seagai 

perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana di dasari 

dengan adanya perjanjian. Mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sebuah perjanjian timbul 

dari kesepakatan (konsensualisme) yang diawali dengan adanya persamaan 

kehendak. Sama halnya dengan pinjaman secara online, yang dapat diartikan 

sebagai pinjaman lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui online ini 

dapat memberikan celah kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 

untuk tidak menunaikan kewajibannya, yang disebabkan tidak adanya 

pengawasan kredit secara face to face serta jarak yang terlampau jauh. Dari 

berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam 

sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman. Objek riset 

ini sama dengan materi yang peneliti ambil, akan tetapi peneliti lebih 

menitikberatkan pada ketiadaan agunan dalam pembiayaan fintech syariah, selain 

itu peneliti juga menggunakan perpektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah dalam menganalisa 

persoalan yang ada, sedangkan dalam riset yang Istiqamah lakukan menggunakan 

tinjauan Hukum Perdata. 

M. Kholilur Rohman dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi 

Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan  Multiguna Tanpa Agunan  (Studi Pada : BMT 

                                                           
21

 Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, 

Jurnal Jurisprudentie, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2019). 
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UGT Sidogiri KCP Blimbing),”
22

 menyimpulkan, pembiayaan multiguna  tanpa 

agunan merupakan fasilitas pembiayaan yang tidak menyertakan  jaminan, yang 

bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam hal permodalan. 

Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan kepada nasabah-nasabah yang ada di 

pasar, agar pembiayaan tersebut bisa dikelola secara produktif untuk 

pengembangan usaha. Untuk kriteria nasabah dalam pembiayaan ini, alamat toko 

dan rumah harus jelas, kemudian melakukan penilaian terhadap calon nasabah 

tersebut apakah memiliki cacat atau tidak di masyarakat. Sedangkan persyaratan 

untuk pembiayaan multiguna tanpa agunan meliputi, identitas nasabah seperti foto 

copy KTP, foto copy  Ijazah, foto copy Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan lain-

lain. Kriteria dan persyaratan ini bisa dilakukan ketika nasabah dan pemberi 

pembiayaan bisa bertatap muka, lain halnya dengan lembaga fintech syariah yang 

melaksanakan pembiayaannya secara online, dengan tidak adanya agunan maka 

risiko wanprestasi akan lebih besar. Pada riset ini, M. Kholilur Rohman 

menerapkan mitigasi risiko pada pembiayaan multiguna tanpa agunan, sedangkan 

peneliti lebih berfokus pada analisis perspektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah terhadap 

pembiayaan fintech syariah, akan tetapi terdapat kesamaan dalam masalah 

pembiayaan yang sama-sama tidak menggunakan agunan. 

“Tinjauan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan 

Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Layanan Pinjaman Online di PT. 

Alami Fintek Sharia” yang merupakan hasil penelitian dari Nurhikmah, Zaini 

                                                           
22

 M. Kholilur Rohman, Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan  Multiguna 

Tanpa Agunan  (Studi Pada : BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing), Skripsi Fakultas Ekonomi  UIN 

Maulana Malik Ibrahim  Malang  2019. 
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Abdul Malik, dan Shindu Irwansyah
23

 menyebutkan bahwa Fatwa DSN-MUI 

No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat enam point yaitu , ketentuan 

umum ,ketentuan hukum, subyek hukum, ketentuan terkait pedoman umum 

layanan pembiayaan dan ketentuan terkait mekanisme dan akad. Pelaksanaan 

pembiayaan online peer to peer lending berbasis syariah yang di lakukan 

melibatkan tiga pihak diantaranya, penyelenggara layanan, pemberi pembiayaan, 

dan penerima pembiayaan. Perusahaan penyelenggara jasa keuangan tidak 

berpartisipasi langsung dalam aktivitas pinjam meminjam. Akan tetapi, hanya 

menyediakan platfrom atau sarana untuk mempertemukan antara pemberi 

pembiayaan dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad 

pembiayaan (Qard} dan wakalah bil-ujrah) melalui sistem elektronik dengan 

menggunakan jaringan internet. Hasil riset tersebut menganalisa kesesuaian 

layanan fintech syariah yang dilakukan  PT. Alami Fintek Sharia ditinjau 

berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang fintech syariah berbeda halnya dengan 

penulis yang secara spesifik menganalisa pembiayaan tanpa agunan dalam fintech 

syariah, yang berpedoman pada Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI sebagai 

objek penelitiannya yang kemudian dianalisa berdasarkan perspektif Maqāṣid asy-

Syarī‟ah. 

Apriyani dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Pelayanan 

Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI 

                                                           
23

 Nurhikmah, Zaini Abdul Malik, dan Shindu Irwansyah, Tinjauan Fatwa DSN 

No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap 

Layanan Pinjaman Online di PT.Alami Fintek Sharia, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 

Volume 6, No. 2, 2020. 
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No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya),”
24

 menyebutkan 

secara garis besar ketentuan-ketentuan  mengenai pedoman umum, subjek hukum, 

model layanan pembiayaan, mekanisme pelaksanaan dan akad yang digunakan 

sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-

MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah, hanya saja terdapat istilah dalam platform yang 

belum sesuai dan dalam pembuatan akad pembiayaan tidak diterangkan secara 

terperinci akad-akad yang digunakan hanya dijelaskan bahwa pembayaran 

silakukan dengan akad yang ditentukan dengan membayar pokok pembiayaan 

ditambah dengan margin (bagi hasil). Apriyani menjabarkan tentang konsep 

pelayanan yang dilakukan PT Investree Radhika Jaya disandarkan pada Fatwa 

DSN-MUI, sedangkan penulis menggunakan ketiadaan agunan dalam konsep 

pembiayaan fintech syariah sebagai poin penelitian yang dianalisa menggunakan 

Maqāṣid asy-Syarī‟ah. Sehingga penelitian ini lebih berfokus pada konsep 

pembiayaan tanpa agunan dalam fintech syariah. 

Penelitian tentang “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech 

Syariah Dengan Pendekatan Maqasid” karya Dodi Yarli
25

 menyebutkan bahwa 

terdapat enam poin dalam transaksi fintech agar berjalan sesuai prinsip syariah, 

meliputi: pentingnya legalitas hukum yang dijadikan pedoman, pengguna fintech 

didukung dengan perluasan jangkauan internet yang memudahkan semua lapisan 

                                                           
24

 Apriyani, Penerapan Pelayanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya), 

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. 
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 Dodi Yarli, Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan 

Pendekatan Maqhasid, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 9, No. 2, 

Juli-Desember 2018. 
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masyarakat, pengawasan fintech yang didasarkan pada prinsip syariah agar 

terhindar dari maisir, garar dan riba >, keamanan yang berkaitan dengan data 

pengguna layanan fintech, sosialisasi dan edukasi tentang fintech yang sesuai 

dengan prinsip islam, adanya data screening yang menjadi dasar utama dalam 

memberikan informasi pengguna fintech. Dengan adanya enam poin tersebut 

maka keseluruhan akad yang ada dalam pembiayaan fintech dapat terarah dan 

sesuai dengan hukum positif dan hukum islam. Meskipun hasil riset tersebut 

menjelaskan tentang pembiayaan fintech syariah berdasarkan Maqāṣid asy-

Syarī‟ah layaknya penelitian yang penulis teliti, namun objek kajian penulis lebih 

mengkhususkannya pada pembiayaan tanpa agunan berdasarkan Peraturan OJK 

dan Fatwa DSN-MUI. 

Selanjutnya penelitian tentang “Financial Technology Dalam Sistem 

Ekonomi Islam” yang disusun oleh Sri Devi Febrianti
26

 menyimpulkan bahwa 

fintech mempunyai beberapa peran yaitu: menjadikan transaksi keuangan menajdi 

lebih mudah dan aman,  memajukan perkembangan bitcoin dalam melakukan 

transaksi pembayaran, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, membangun 

infrastruktur perbankan khususnya dalam efisiensi waktu dan biaya layanan jasa 

keuangan, serta terciptanya transparansi pembiayaan berbasis teknologi. Akad 

dalam fintech tidak bertentangan dengan hukum islam selama akad tersebut 

didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, hal ini menjadi alternatif bagi masyarakat 

yang ingin melakukan pembiayaan berbasis teknologi yang terhindar dari jeratan 

riba. Penelitian tersebut secara umum hanya mendiskripsikan pandangan Ekonomi 

                                                           
26

 Sri Devi Febriyanti, Financial Technology Dalam Sistem Ekonomi Islam, Skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, 2018. 
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Islam terhadap fintech, berbeda dengan objek kajian peneliti yang lebih fokus 

menganalisa fintech (dalam hal ini fintech syariah) dan unsur ketiadaan agunan 

dalam pembiayaannya, serta dikaji secara khusus menggunakan Maqāṣid asy-

Syarī‟ah. 

Penelitian “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis 

Syariah di Indonesia” karya Jadzil Baihaqi
27

 menerangkan tentang model 

pembiayaan yang ada pada fintech syariah. Model pembiayaan ini berupa: 

pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 

pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha yang berjualan secara online, 

pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha online dengan pembayaran 

melalui payment gateway, pembiayaan bagi pegawai, dan pembiayaan yang 

berbasis komunitas. Hasil riset tersebut menjabarkan model pembiayaan fintech 

syariah, akan tetapi tidak menyinggung agunan dalam pembiayaannya, yang 

merupakan objek penelitian bagi penulis. Sehingga penelitian ini lebih difokuskan 

pada aspek pembiayaan tanpa agunan fintech syariah yang kemudian akan 

dibedah menggunakan perspektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah. 

“Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah” 

karya Mochamad Novi Rifa‟i
28

 menjelaskan bahwa konsep fintech lending harus 

sejalan dengan perspektif Maqāṣid as-Syarī'ah, meliputi: menarik manfaat, 

menolak maḍārāt, dan menghindarkan keburukan. Ada enam aspek fintech 

lending yang dapat dinilai sejalan dengan prespektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah, yaitu: 
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 Jadzil Baihaqi, “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di 

Indonesia,” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1: 2, September 2018. 
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Syarī‟ah,” Islamic Economic Journal, Vol. 6: 1 (September 2018). 
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kejelasan akad di awal kesepatan, kewajiban operator untuk menggunakan AI 

(Artificial Intelligence) dan penerima modal harus lolos AI, penjelasan risiko 

kegagalan secara rinci, permasalahan diselesaikan tanpa merendahkan semua 

pihak, terjaganya kerahasiaan data, serta dana yang diperolah diperuntukan sesuai 

akad dan tidak melannggar syariat. Hasil riset tersebut mirip dengan penelitian 

yang peneliti analisa, akan tetapi riset tersebut hanya menggambarkan konsep 

fintech lending secara umum dalam perspektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah, berbeda 

halnya dengan kajian peneliti yang lebih tertarik pada konsep pembiayaan tanpa 

agunan fintech syariah, yang mana secara tidak langsung memiliki risiko lebih 

tinggi dibandingkan pembiayaan yang tidak berbasis fintech karena dilakukan 

secara online, kemudian peneliti mengkajinya berdasarkan perspektif Maqāṣid 

asy-Syarī‟ah. 

Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif 

Maqāṣid asy-Syarī‟ah”
29

 menyimpulkan bahwa Fintech syariah mempunyai 

Maqāṣid asy-Syarī‟ah sebagai landasan, selain itu juga memiliki payung hukum 

yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan 

terpenuhinya kelima unsur Maqāṣid asy-Syarī‟ah yaitu menjaga agama, menjaga 

jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta serta ditetapkannya 

payung hukum berupa perlindungan konsumen yang tertuang pada POJK No. 

77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 

                                                           
29

 Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) 

Syariah dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah,” Iqtiṣādia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan 

Syariah, Vol. 6: 2 (Desember 2019). 
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tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang 

merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sekilas penelitian tersebut sama 

dengan kajian yang peneliti analisa, sama-sama menganalisa fintech syariah 

dengan menggunakan perspektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah, akan tetapi dalam 

penelitian ini, peneliti lebih memfokuskannya pada pembahasan pembiayaan 

tanpa agunan di fintech syariah berdasar pada Peraturan OJK dan Fatwa DSN-

MUI terkait. 

 

E. Kerangka Teotitik 

Vethizal dan Arviyan, mendiskripsikan bahwa istilah pembiayaan pada 

intinya berarti I believe, I trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. 

Perkataan pembiayaan memiliki arti kepercayaan (trust) dimana pihak bank 

menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 

diberikan oleh bank selaku ṣoḥibul māl. Dana tersebut harus digunakan dengan 

benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta 

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
30

 Pembiayaan atau financing juga 

bisa diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain 

(baik dilakukan secara perorangan maupun lembaga) dengan tujuan untuk 

mendukung investasi yang sebelumnya sudah direncanakan.
31
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Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 
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Dalam pelaksanaannya sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa 

layanan keuangan memiliki model pembiayaan tersendiri. Seperti pembiayaan 

dalam fintech syariah, memiliki enam macam model pembiayaan; pembiayaan 

anjak piutang (factoring), pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga 

(purchase order), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang 

berjualan secara online (online seller), pembiayaan pengadaan barang untuk 

pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui 

penyelenggara (paymen gateway), pembiayaan untuk pegawai (employee), 

pembiayaan berbasis komunitas (community based). Dalam pembiayaan fintech 

syariah akad-akad yang digunakan harus sesuai dengan konsep syariah. Hal ini 

tertuang pada Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Penjabaran konsep di atas menggambarkan bahwa aktifitas ekonomi, 

dalam hal ini pembiayaan fintech syariah, haruslah berpedoman pada prinsip-

prinsip syariah dengan menanamkan kepercayaan dan bertujuan untuk 

kemaslahatan umat. Oleh karenanya Maqāṣid asy-Syarī‟ah bisa digunakan 

sebagai tolak ukur dalam melakukan pengawasan regulasi terhadap fintech 

syariah yang harus memberikan manfaat pada diri seseorang dengan terjaganya 

iman dan Islam, pikiran, jiwa, keluarga dan harta seseorang.
32

 Selain itu, konsep 
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Maqāṣid asy-Syarī‟ah menurut Imam as-Sya>t}ibi> memiliki tujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.
33

 

Selain itu Maqāṣid asy-Syarī‟ah menghendaki maslahah untuk memberi 

kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. 

Kehidupan manusia sekiaranya menjadi sulit jika maslahah itu tidak ada atau 

hilang, dan akan memberikan kesukaran/kesempitan bagi mukallaf, yang tidak 

sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan rukhs}ah yang meringankan 

taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti dalam 

keadaan sakit dan dalam perjalanan (musa>fir).34
 

Selain harus berdasarkan pada konsep syariah, secara umum dalam 

pembiayaan harus memperhatikan prinsip analisis 5C, yaitu: character, capacity, 

capital, collateral dan condition of economi.
35

 Prinsip 5C ini menyertakan 

jaminan atau agunan yang dijadikan bahan analisa dalam melakukan pembiayaan. 

Dalam fikih muamalah agunan atau jaminan termasuk pada akad rahn. Secara 

etimologi, rahn adalah tetap, dan secara terminologis berarti menjadikan suatu 

benda yang memiliki nilai jual sebagai jaminan atas hutang dimana benda tersebut 

akan digunakan sebagai cara pelunasan hutang jika terjadi ketidakmampuan dari 

peminjam dalam membayar hutangnya.
36
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Rahn diperkenankan dengan tujuan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang 

melakukan akad pembiayaan. Bagi pihak kreditur rahn menjadi jaminan 

dikembalikannya hutang, dan bagi pihak debitur rahn menjadi jaminan pula untuk 

mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan. Rahn juga memiliki kegunaan lain, 

barang yang dijadikan agunan atau jaminan bisa djual untuk pelunasan hutang 

ketika peminjam gagal dalam pelunasan, jika rāhin tidak berkenan ketika barang 

tersebut dijual maka secara hukum hakim dapat memintanya untuk memenuhi 

kewajibannya sebagai peminjam, kalau tetap menolak maka hakim dapat 

menjualnya.
 37

 

Tata cara dalam pembiayaan fintech secara global baik konvensional 

maupun syariah, beracuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. Salah satunya terdapat pada pasal 20 ayat 2 poin (i), yang mana 

dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib paling sedikit 

memuat objek jaminan (jika ada).
38

 Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI 

No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, objek jaminan dalam pembiayaan fintech 

syariah tidak disebutkan secara rinci, atau lebih berpedoman pada Peraturan OJK 

Nomor.77/POJK.01/2016. 

Pembiayaan yang berbasis secara online, memiliki risiko lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembiayaan biasa yang bisa dilakukan secara face to face, 
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oleh karena itu perlu adanya tinjauan kembali tentang pembiayaan fintech syariah 

tanpa mengikutsertakan agunan yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI 

No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan teori Maqāṣid asy-Syarī‟ah dan 

Rahn risiko dari pembiayaan tanpa agunan fintech syariah akan dikupas secara 

terperinci baik kaitannya dengan Peraturan OJK maupun Fatwa DSN-MUI. 

 

F. Metode Penelitian 

Dari pemaparan di atas, tentunya dalam menyusun dan menemukan 

persoalan yang diteliti, perlu adanya sebuah metode penelitian. Adapun metode 

penelitian yang diterapkan dalam merumuskan persoalan tersebut, adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Terhadap  permasalahan yang ada maka cara di dalam memecahkan 

persoalan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research), penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang digali 

berlandaskan sumber literatur atau tulisan seperti, media elektronik, media cetak, 

media internet dan lainnya.
39

 Data yang dikumpulkan diperoleh dari bahan-bahan 

hukum yang berkaitan dengan pembiayaan tanpa agunan khususnya dalam 

pembiayaan fintech syariah, dalam penelitian ini khususnya pada Peraturan OJK 

No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai 

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 
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sehingga didapatkan gambaran dan informasi yang jelas mengenai objek 

penelitian yang diteliti. 

2. Pendekatan Penelitian 

Berkaitan dengan pemaparan di atas, pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif dalam 

penelitian mengacu pada hukum fikih muamalah yang secara khusus membahas 

tentang Rahn. Sedangkan pendekatan filosofis dalam penelitian ini didasarkan 

pada konsep Maqāṣid asy-Syarī‟ah. 

3. Sifat Penelitian. 

Untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, peneliti 

melakukan analisa untuk menemukan suatu aturan hukum, doktrin-doktrin 

hukum, maupun prinsip-prinsip hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan
40

 

yang didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan pembiayaan tanpa 

agunan dalam fintech syariah yaitu dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan 

Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis 

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah serta penelusuran melalui media 

internet, sehingga penelitian ini masuk dalam penelitian yang bersifat normatif. 

Tujuanya untuk memberikan argumentasi hukum terkait dengan pembiayaan 

tanpa agunan dalam kontrak pembiayaan fintech syariah yang nantinya 

diharapakan bisa menjadi dasar bagi para pihak di dalam menyusun sebuah akad 

pembiayaan. 

                                                           
40

 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34 



25 
 

 

4. Bahan Hukum 

Dalam penelitian yang bersifat normatif, sebuah sistem hukum dianggap 

sudah mempunyai material atau bahan, sehingga tidak perlu melakukan pencarian 

di luar sistem norma. Bahan dipergunakan sebagai istilah untuk sesuatu yang 

bersifat normatif dokumentatif, bahan dalam penelitian hukum didapatkan dengan 

cara penelitian kepustakaan.
41

 Bahan hukum yang digunakan dalam menyusun 

penelitian ini adalah primer, sekunder dan non hukum. Bahan hukum primer ialah 

bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, 

dokumen resmi Negara, dan risalah resmi, 
42

 yang membantu untuk dijadikan 

sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum dalam menentukan jawaban secara 

tepat dari persoalan yang menjadi objek penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, 

bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji pembiayaan tanpa aguanan dalam 

pembiayaan fintech syariah, di antaranya adalah; 

a. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

b. Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip 

Syariah; 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku atau 

jurnal hukum yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil 

penelitian hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), ensiklopedia hukum, 
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kamus hukum,
43

 sebagai referensi tambahan dalam mengkaji pembiayaan tanpa 

agunan dalam pembiayaan fintech syariah. Adapun bahan non hukum, diartikan 

sebagai bahan penelitian yang berupa buku teks bukan hukum yang berkaitan 

dengan penelitian seperti, buku Fintech Syariah: Teori Dan Terapan, buku 

Pembiayaan Bank Syariah, Kamus Bahasa Indonesia, buku Ekonomi Syariah dan 

ensiklopedia umum. Bahan ini penting untuk mendukung proses analisis hukum 

dalam penelitian.
44

 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum dikumpulkan dan dikelolah dalam wujud kegiatan untuk 

membentuk sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengumpulan dan 

pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi bahan hukum, yang 

kemudian diklasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dengan 

menyusun data secara sistematis yang dilakukan secara logis, terdapat keterkaitan 

atau hubungan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yag lain 

sehingga dapat memberikan suatu gambaran umum
45

 terkait dengan konsep 

pembiayaan tanpa agunan dalam kontrak pembiayaan fintech syariah. 

6. Analisis Data 

Analisis data secara umum diartikan sebagai kegiatan memberikan 

telaah, kritikan, saran, serta menentang, mendukung, menambah atau memberi 
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komentar yang bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan hasil penelitian 

dengan pemikiran analisis sendiri dan dengan bantuan teori sebagaimana yang 

dikuasai.
46

 Analisis data yang dilakukan peneliti dalam menelaah persoalan 

pembiayaan tanpa agunan dalam pembiayaan fintech syariah perspektif Maqāṣid 

asy-Syarī‟ah cenderung menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu, dalam 

menganalisis peneliti berkeinginan untuk menggambarkan dan memaparkan
47

 

secara jelas mengenai konsep pembiayaan tanpa agunan dalam kontrak 

pembiayaan fintech syariah yang dikaji dalam perspektif Maqāṣid asy-Syarī‟ah 

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini pada dasarnya terbagi dalam lima bab yang 

menggambarkan kerangka isi dan alur logis penulisan disertai dengan argumentasi 

dan penjabaran mengenai tata urutan pada bagian-bagian penelitian, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan suatu pengantar dari 

keseluruhan isi penulisan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

                                                           
46

 Ibid., hlm. 183, lihat juga Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. 

Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 248 

 

47
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. ke-5 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 3 
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Bab Kedua, berisi tentang uraian konsepsional yang mengenai tinjauan 

umum tentang jaminan/agunan dalam pembiayaan, baik dari definisi, 

kelayakan pembiayaan, dan dasar hukumnya dalam perspektif hukum islam. 

Bab Ketiga, pada bab ini secara khusus penulis meninjau tentang model 

pembiayaan tanpa agunan dalam akad pembiayaan fintech syariah. 

Bab Kempat, bab ini merupakan intisari pembahasan dari permasalahan 

penelitian yang menjelaskan dan memaparkan hasil analisis dari konsep 

pembiayaan tanpa agunan dalam model pembiayaan fintech syariah ditinjau 

dari perspektif hukum islam. Sehingga, dari penjabaran dan pemaparan 

tersebut dapat diketahui secara langsung konsep pembiayaan tanpa agunan 

dalam hukum islam, khususnya pada model model pembiayaan fintech 

syariah. 

Bab Kelima, bagian akhir dari keseluruhan penulisan yang memuat 

kesimpulan dari hasil keseluruhan analisis yang dilakukan mengenai 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan metode-

metode yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi 

saran-saran yang dirasa perlu bagi penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sehubungan dengan penjelasan yang sudah dipaparkan mengenai pembiayaan 

tanpa aguna dalam model pembiayaan fintech syariah, maka dapat disimpulkan 

beberapa point penting terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini. Hal tersebut dapat disimpulkan di bawah ini: 

1. Konsep model pembiayaan tanpa agunan dalam fintech syariah 

Dalam pelaksanaannya pembiayaan fintech syariah sudah mengikuti 

aturan-aturan yang terdapat pada Peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Salah satunya 

ialah tidak menekankan adanya agunan dalam pembiayaan. Hal ini juga didukung 

dengan model pembiayaan fintech syariah yang menggunakan akad-akad dimana 

dalam pandangan islam akad-akad ini lebih menekankan asas tolong menolong. 

Sehingga pengadaan agunan dilakukan jika dirasa perlu. Secara umum praktik 

pembiayaan tanpa agunan dalam fintech syariah ini sudah dijalankan sesuai 

dengan aturan yang ada, yaitu Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI. Namun 

dalam pelaksanaannya, pembiayaan fintech ini mengalami penuruan dalam hal 

tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90), hal ini secara tidak langsung konsep 

tanpa agunan dalam pembiayaan fintech syariah memiliki risiko gagal bayar yang 

tinggi apalagi pembiayaan ini dilakukan secara online. 
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2. Tinjauan perspektif maqāṣid as-syarī’ah terhadap pembiayaan tanpa 

agunan dalam fintech syariah 

Kelima akad pembiayaan dalam fintech syariah secara hukum fikih 

merupakan akad yang lebih menekankan asas tolong menolong. Meskipun begitu 

kelima akad ini diperbolehkan untuk menggunakan agunan (rahn) terlebih 

pembiayaan fintech ini merupakan pembiayaan yang dilakukan secara onilne 

(berbasis internet) sehingga pengadaan agunan dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan dalam hal pemenuhan kewajiban bagi pihak-pihak terkait.  

Penerapan pembiayaan tanpa agunan dalam fintech syariah dapat 

menjadikan seseorang (berpotensi) untuk melakukan kecurangan. Hal ini 

dikarenakan adanya faktor tanpa agunan dan dilakukan secara online sehingga 

borrower bisa melakukan pemanipulasian data pada saat pengajuan pembiayaan 

maupun proses screening. Hal ini bertentangan dengan tujuan maqāṣid as-

syarī’ah yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di 

akhirat, dengan menghilangkan mudarat dan mengambil maslahat. 

 

B. Saran 

Diharapkan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI), agar membuat sebuah fatwa yang spesifik menjelaskan tentang agunan 

dalam akad-akad pembiayaan syariah terlebih pada model pembiayaan fintech 

syariah. Sehingga, para pihak yang mengadakan akad pembiayaan dapat mengacu 

pada ketentuan-ketentuan agunan sebagaimana ditetapkan. Model pembiayaan 

dalam lembaga fintech syariah tidak berbeda dengan fintech konvensional dalam 
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hal pengadaan agunan, yang mengacu pada Peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini 

bisa menjadi peluang bagi pelaku pembiayaan untuk tidak melakukan 

kewajibannya terlebih pembiayaan ini dilakukan secara online, maka diharapkan 

kepada lembaga fintech syariah untuk lebih meminimalisir resiko dengan 

memperhatikan faktor pengadaan agunan dalam pembiayaannya. 
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